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Aplikasi i pos sistem untuk input data obat
yang masuk dan keluar
Pembuatan Rencana Kebutuhan Obat (RKO)
dengan metode konsumsi, diperoleh dari
data i pos
Seluruh data RKO puskesmas akan
diserahkan kepada Dinas Kesehatan
Kebupaten Kebumen untuk kemudian
dianalisis data pemakaian per periode dan
BMHP yang dibutuhkan 

PERENCANAAN

DINKES (DROPPING)

Metode konsumsi :

A = (B+C+D)-E

A: rencana kebutuhan
B: pemakaian rata-rata per bulan
C: buffer stock
D: lead time
E: sisa stock



PERENCANAAN
DANA BLUD

Pendataan obat yang
tidak dapat dipenuhi oleh
dinas kesehatan

Penyusunan
Rencana Usulan
Kegiatan (RUK)

Penugasan seluruh
unit oleh pj tiap cluster

Usulan tiap cluster
dikumpulkan dan
diajukan pj cluster 1
manajemen

Penentuan prioritas dan
jumlah dana

Terbentuk lah Rencana
Anggaran Belanja
(RAB)



PENGADAAN

pengajuan LPLPO (laporan
pemakaian dan lembar
permintaan obat) setiap 2
bulan sekali ke dinas kesehatan
Dianalisis oleh dinkes lalu akan
diinfokan terkait obat dan BMHP
yang dapat diberikan oleh
dinkes dan yang tidak
(dikembalikan ke puskesmas)
Surat permintaan khusus untuk
obat program & kebutuhan
mendesak karena kekosongan
obat ditengah bulan

DINAS KESEHATAN PENGADAAN MANDIRI (BLUD)

Dana Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) untuk pengadaan
mandiri apabila terjadi
kekosongan obat sebelum
permintaan ke dinkes di periode
selanjutnya, dan untuk pengadaan
obat & BMHP yang tidak diberikan
oleh dinkes. bisa melalui e-ketalog
dan pembelian langsung (pbf)

Dalam pengadaan dengan dana
BLUD harus memperhatikan biaya
atau budget dengan
memperioritaskan kebutuhan
yang lebih penting



PENERIMAAN

SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK)

Kegiatan penerimaan sediaan farmasi
dan BMHP dilakukan dengan mengecek
kesesuaian antara nama obat, jenis dan
bentuk sediaan, nomor batch, ED,
jumlah, kondisi fisik termasuk kondisi
suhu pada saat pengiriman dengan
Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) jika
berasal dari DINKES, dan faktur jika dari
PBF



Bentuk
sediaan

PENYIMPANAN

FEFO (first expired first out), FIFO (first
in first out), dan alfabetis

Suhu 
       penyimpanan <30°C 2-8°C

LASA (look a like
sound a like)

High Alert

Narkotika dan
Psikotropika

Obat prekursor

Obat-obat
tertentu



PENDISTRIBUSIAN

Pendistribusian obat dan BMHP di dalam Instalasi
Farmasi Puskesmas Ambal I terbagi menjadi 4 yaitu :

FLOOR STOCK

Penyediaan obat dan BMHP yang dikelola Instalasi
Farmasi untuk mempercepat pelayanan pasien pada
kondisi darurat dengan menempatkan persediaan yang
sering digunakan di ruang perawatan.

Saat ini terdapat obat-obatan emergency yang
disediakan di RGD, rawat inap, dan ruang bersalin.
Beberapa obat diantaranya yaitu injeksi lidocain, injeksi
dexametasone, dan obat life saving lainnya.

Contoh penyimpanan floor stock



PENDISTRIBUSIAN

INDIVIDUAL PRESCRIBING

Sistem distribusi dimana obat disiapkan dan diserahkan
berdasarkan resep masing-masing pasien.

Dokter membuat resep → Resep diterima Instalasi
Farmasi → Verifikasi oleh apoteker (administrasi,
farmasetis, dan klinis) → Penyiapan/dispensing obat
sesuai resep → Pemeriksaan akhir → Penyerahan obat
kepada pasien atau unit perawatan.

Alur Individual Prescribing:



PENDISTRIBUSIAN

ONE DAILY DOSE (ODD)

Sistem distribusi dimana Instalasi
Farmasi menyiapkan obat berdasarkan
resep dokter untuk kebutuhan terapi
selama 24 jam, kemudian terapi
dievaluasi dan obat disiapkan kembali
jika masih diperlukan.

UNIT DOSE DISPENSING

Sistem distribusi dimana setiap obat
dikemas dalam dosis tunggal (single
dose) dan disiapkan secara individual
untuk satu kali pemberian kepada
pasien sesuai jadwal pemberian obat.

Di puskesmas Ambal I, sistem distribusi
ini digunakan untuk pasien rawat inap.



PENDISTRIBUSIAN

Selain distribusi ke unit pelayanan di dalam

puskesmas, pendistribusian obat dan BMHP

juga dilakukan ke pelayanan kesehatan di

luar gedung puskesmas, seperti puskesmas

pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa

(PKD) dengan mengajukan form

permintaan.

Contoh lembar permintaan obat dari unit PKD ke Puskesmas



PEMUSANAHAN
OBAT NON NPPO

Pendataan obat yang
rusak, ed, atau dicabut izin
edarnya

Dipisahkan dan
dikarantina untuk
obat dengan  
kriteria tersebut

Pembuatan BAP dengan
tertera tempat, waktu, saksi,
dan sediaan yang
dimusnahkan

Pengubahan bentuk:
Tablet: digerus atau
dihaluskan
Sirup: dilarutkan
Ampul: dipecahkan/dirusak
Semisolid: dikeluarkan dari
kemasannya

Menghubungi pihak ketiga
terkait pemusnahan limbah
(transpoter) bisa dari cv/pt
yang memiliki izin pengolahan
limbah



PEMUSANAHAN
OBAT NPPO

Pendataan obat yang
rusak, ed, atau dicabut izin
edarnya

Dipisahkan dan
dikarantina untuk
obat dengan  
kriteria tersebut

Pembuatan BAP dengan
tertera tempat, waktu, saksi,
dan sediaan yang
dimusnahkan

Pengubahan bentuk:
Tablet: digerus atau dihaluskan
Sirup: dilarutkan
Ampul: dipecahkan/dirusak
Semisolid: dikeluarkan dari
kemasannya

Pengajuan surat ketersediaan
menjadi saksi kepada pihak
Dinas Kesehatan
Kebupaten/Kota, konfirmasi
tempat dan waktu 

Menghubungi pihak ketiga
terkait pemusnahan limbah
(transpoter) bisa dari cv/pt
yang memiliki izin pengolahan
limbah



PENGENDALIAN

Pengendalian sediaan farmasi dan BMHP adalah serangkaian kegiatan untuk

memastikan ketersediaan obat dan BMHP dalam jumlah yang cukup, tepat

jenis, tepat waktu, dan bermutu. Pengendalian dilakukan melalui

pemantauan stok (stok opname 1 bulan sekali), kartu stok, monitoring

expired date sediaan farmasi dan BMHP, monitoring suhu gudang farmasi.



 PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENGARSIPAN

Laporan pemakaian narkotika
dan psikotropika melalui SIPNAP
dibuat setiap akhir bulan
berdasarkan rekap resep dokter
untuk disesuaikan dengan kartu
stok dan stok fisik. Pelaporan
dilakukan melalui SIPNAP paling
lambat tanggal 10 setiap bulan
kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kebumen. Apabila
tidak terdapat pemasukan
maupun pengeluaran, tetap
dilakukan pelaporan nihil

LAPORAN  NARKOTIKA &
PSIKOTROPIKA

Laporan dibuat setiap
akhir bulan untuk
menyesuaikan dengan
kartu stok dengan stok
fisik yang tersedia dan
dilaporkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kebumen. mencatat
penerimaan, pemakaian,
stok guna pemantauan
ketersediaan obat dan
evaluasi penggunaan

LAPORAN PEMAKAIAN OBAT 
PROGRAM DAN VAKSIN 

Laporan penggunaan vaksin
merupakan laporan berkala yang
mencatat penerimaan,
pemakaian, sisa stok, serta vaksin
yang rusak atau kedaluwarsa.
Laporan ini digunakan untuk
memantau ketersediaan vaksin,
mengevaluasi pelaksanaan
program imunisasi, dan sebagai
dasar perencanaan kebutuhan
vaksin selanjutnya

LAPORAN PENCATATAN PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN OBAT

Untuk setiap sediaan farmasi
obat dan BMHP yang masuk atau
pemasukan dari sumber yang
sah (dinkes dan blud) maka
wajib di input melalui i pos. Dan
setiap sediaan farmasi obat dan
BMHP yang dikeluarkan atau
pengeluaran juga wajib dicatat,
dengan bukti form permintaan,
berita acara pemusnahan, atau
resep.



 PENCATATAN, PELAPORAN, DAN PENGARSIPAN

Laporan rasionalitas
peresepan disusun setiap hari
pada kasus diare nonspesifik
dan command cold untuk
mengevaluasi kesesuaian
peresepan dengan pedoman
terapi, kemudian dilaporkan
ke Dinas Kesehatan
Kabupaten Kebumen setiap
akhir bulan setelah disahkan
oleh Kepala Puskesmas

LAPORAN MONITORING
INDIKATOR PERESEPAN

LPLPO merupakan laporan
bulanan yang digunakan untuk
mencatat pemakaian obat,
merencanakan kebutuhan, dan
mengajukan permintaan obat
periode berikutnya. LPLPO
memuat data stok,
penerimaan, pemakaian, sisa
stok, obat rusak/kedaluwarsa,
serta permintaan obat, dan
disusun berdasarkan data
persediaan obat dari seluruh
unit pelayanan di puskesmas

LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR
PERMINTAAN OBAT (LPLPO) 



PELAYANAN FARMASI KLINIS

PENGKAJIAN 
RESEP

PELAYANAN 
INFORMASI OBAT

MONITORING EFEK
SAMPING OBAT

KONSELING

PEMANTAUAN TERAPI
OBAT (PTO)

VISITE

EVALUASI PENGGUNAAN
OBAT (EPO)



PELAYANAN FARMASI KLINIS

PENGKAJIAN 
RESEP

Pelayanan resep merupakan rangkaian
kegiatan yang meliputi skrining resep
(administratif, farmasetis, dan klinis),
penyiapan atau peracikan obat,
pelabelan (etiket), penyerahan obat.

PELAYANAN INFORMASI 
OBAT

Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah
kegiatan memberikan informasi obat
kepada pasien, tenaga kesehatan, dan
masyarakat untuk mendukung
penggunaan obat yang aman dan rasional.
Di Puskesmas Ambal I, PIO dilakukan
melalui edukasi saat penyerahan obat
serta penyuluhan menggunakan media
seperti leaflet, brosur, dan presentasi



PELAYANAN FARMASI KLINIS

KONSELING

Konseling bertujuan meningkatkan
pemahaman pasien sehingga mengetahui
cara penggunaan obat yang benar, aman,
dan efektif, serta meningkatkan kepatuhan
terhadap terapi. Di Puskesmas Ambal I,
konseling telah dilakukan terutama pada
pasien TB dan HIV, namun belum optimal
pada pasien penyakit kronis karena
keterbatasan ruang konseling dan sumber
daya manusia.

VISITE PASIEN

Kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap,
baik secara mandiri maupun bersama tim
kesehatan, untuk meninjau terapi obat,
memberikan rekomendasi kepada dokter,
memantau perkembangan pasien terkait
penggunaan obat, dan mendukung
pengambilan keputusan terapi



PELAYANAN FARMASI KLINIS

MONITORING EFEK
SAMPING OBAT

Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
adalah kegiatan pemantauan dan
pelaporan efek samping obat untuk
meningkatkan keamanan penggunaan
obat. Di Puskesmas Ambal I, MESO masih
jarang dilakukan karena hanya sedikit
laporan efek samping dari pasien.

PEMANTAUAN TERAPI
OBAT (PTO)

Pemantauan Terapi Obat (PTO) adalah
kegiatan untuk memastikan terapi obat
yang diterima pasien aman, efektif, dan
rasional. Di Puskesmas Ambal I, PTO belum
optimal karena keterbatasan waktu,
sumber daya manusia.



PELAYANAN FARMASI KLINIS

EVALUASI PENGGUNAAN 
OBAT

Evaluasi penggunaan obat dilakukan secara manual dengan mencocokkan
obat yang diresepkan dengan daftar obat dalam formularium Puskesmas
serta menilai rasionalitas pengobatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian
atau penggunaan obat yang tidak rasional, apoteker melakukan konfirmasi
kepada dokter terkait alasan penggunaan obat tersebut, seperti karena
keterbatasan stok atau pertimbangan lainnya.



TEMUAN TERKAIT RELOKASI OBAT DAN BMHP
ANTAR PUSKESMAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak akhmad sobari
selaku apoteker penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Ambal 1, diketahui pernah melakukan peminjamam obat dan BMHP kepada
salah satu Puskesmas di Kabupaten Kebumen tanpa dokumentasi Berita
Acara ataupun SOP yang mengatur. Hal ini tidak sesuai dengan permenkes
No 26 Tahun 2020 bahwa Puskesmas hanya mendistribusikan obat dan
BMHP ke sub unit Puskesmas dibawahnya (Pustu, posyandu, polindes,
pusling), temuan ini akan berdampak pada pencatatan dan pelaporan aset
dikarenakan sumber berasal dari selain Droping (Dinkes) dan pengadaan
mandiri (BLUD). Selain itu, berdampak pada adanya ketidakseusaian
jumlah stok fisik yang ada dengan kartu stok.



TEMUAN TERKAIT PENYIMPANAN DAN
KELENGKAPAN RESEP

Label tanggal ed obat
yang berwarna merah,
hijau, kuning, dan biru
belum diperbarui
Penyimpanan
candesartan dosis 8mg
dan 16 mg tidak diberikan
label LASA dan
penempatannya belum
sesuai yaitu tidak
dipisahkan dengan satu
obat jenis lain.
Penyimpanan sediaan
steril belum sesuai
alfabetis

Terkait kelengkapan resep
pada saat skrining
administratif, yaitu resep
tidak diparaf seperti
seharusnya. Jika yang
menulis resep bukan
dokter maka harus diparaf
di atas “a.n” pada kolom
paraf. namun pada
kenyataannya, petugas
kesehatan penulis resep
selain dokter masih
menuliskan paraf pada
lembar belakang
resep/bahkan tidak
diparaf



REKOMENDASI TERKAIT TEMUAN 
DI PUSKESMAS AMBAL 1

Diperlukan tindak lanjut berupa
mengajukan usul ke dinkes lewat
surat untuk memfasilitasi terkait
pembuatan SOP yang mengatur
mekanisme relokasi obat antar
puskesmas, khususnya untuk
obat dropping, setiap kegiatan
peminjaman juga perlu
dilengkapi dengan Berita Acara
sebagai bukti administrasi agar
pengelolaan obat dan BMHP
tetap sesuai ketentuan
pengelolaan sediaan farmasi di
Puskesmas.

Menyusun lemari sediaan
obat steril urut berdasarkan
alfabetis
Memperbarui label ED obat
yang terbaru
Memberi label LASA pada
obat candesartan 8 mg dan 16
mg, serta menyusun nya
pada rak sesuai dengan
ketentuan yaitu diselingi satu
obat jenis lain/tidak
bersebelahan.

Melakukan sosialisasi kepada
tenaga kesehatan yang ada
di puskesmas ambal 1 terkait
penulisan paraf penulis resep
jika selain dokter, melakukan
percobaan selama beberapa
hari untuk menilai dan
mengevaluasi pemahaman
petugas penulis resep terkait
kelengkapan administrasi
resep.



CONTOH SOP RELOKASI OBAT
ANTAR PUSKESMAS



TERIMA
KASIH
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